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PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL NOMOR 90/SK/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan
tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal,
telah diundangkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman
Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;

bahwa untuk melaksanakan tugas sebagai Lembaga
Online Single Submission sebagaimana diamanatkan oleh
Pasal 1 Angka 11 dan Pasal 94 ayat (1) Peraturan
Pemerintah  Nomor 24  Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik, perlu melakukan penyempurnaan atas

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
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Mengingat

Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun
2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK /2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi
Penanaman Modal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan
Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90
Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 210);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);
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S. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun
2017 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi
Penanaman Modal (Berita Negara Tahun 2017 Nomor

543);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR
90/SK/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman
Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Tahun 2017

Nomor 543) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 246 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 246

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal terdiri atas:

a. Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha;
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b. Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan
Berusaha;

c. Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha; dan

d. Direktorat Pemantauan Kepatuhan  Perizinan

Berusaha.

Judul Bagian Ketiga pada BAB X diubah sehingga
berbunyi:

Bagian Ketiga

Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha

Ketentuan Pasal 247 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 247
Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha mempunyai
tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan, dan
pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang pelayanan perizinan berusaha

terintegrasi secara elektronik.

Ketentuan Pasal 248 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 247, Direktorat Pelayanan Perizinan

Berusaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi, penyusunan, dan
pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan
berbantuan perizinan berusaha terintegrasi secara
elektronik; dan

b. penyiapan koordinasi, penyusunan, dan

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar,
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prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan

operasional perizinan berusaha.

Ketentuan Pasal 249 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 249
Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha terdiri atas:
a. Subdirektorat Pelayanan Berbantuan Perizinan
Berusaha; dan
b. Subdirektorat Pelayanan Operasional Perizinan

Berusaha.

Ketentuan Pasal 250 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 250
Subdirektorat Pelayanan Berbantuan Perizinan Berusaha
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi,
penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma,
standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan
berbantuan perizinan berusaha terintegrasi secara

elektronik.

Ketentuan Pasal 251 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 251

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 250, Subdirektorat Pelayanan Berbantuan

Perizinan Berusaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan
pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan
konsultasi perizinan berusaha terintegrasi secara

elektronik;
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